
NAMA KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL 

1. PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Dasar Hukum Penyelenggaraan : 

- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 

 

2. PELATIHAN STRUKTUR KEPEMIMPINAN 

Dasar Hukum Penyelenggaraan : 

- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktur Kepemimpinan 

 

NAMA KEGIATAN BIDANG TEKNIS UMUM DAN FUNGSIONAL TAHUN 2024 

1. WORKSHOP ADMINISTRASI DIGITAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 

Tanggal Pelaksanaan 30 April Tahun 2024 

Dasar hukum pelaksanaan Workshop 

 

 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan Publik 

 Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE  ( Sistem Pemeritahan Berbasis 

Elektronik) 

 UU Pemerintahan Digital Nomor 24 Tahun 2022 tentang E- Governance dan 

Digitalisasi 

 

2. WORKSHOP MANAJEMEN TALENTA BAGI ASN  DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  

Tanggal Pelaksanaan 29 Mei Tahun 2024 

Dasar hukum pelaksanaan Workshop 

 

 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 

Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4019); 

 Penyelenggaraan manajemen talenta selanjutnya diatur dalam dua peraturan 

yang merupakan turunan UU Nomor 5 Tahun 2014, yaitu Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, 

sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 (PP Manajemen 

PNS) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara 

(Permen PANRB Manajemen Talenta). 

 

3. WORKSHOP PENYUSUNAN SKP BAGI JABATAN FUNGSIONAL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI 

TAHUN 2024 

Tanggal Pelaksanaan 25 Juni Tahun 2024 

Dasar hukum pelaksanaan Workshop 

 

 Pengaturan mengenai penilaian kinerja dalam Undang-Undang ASN tersebut 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja PNS. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain 



perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, dan penilaian Kinerja 

pegawai serta mengatur terkait tindak lanjut hasil penilaian kinerja pegawai.  

 Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang 

profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang 

dilaksanakan  berdasar kan sistem prestasi kerja dan sistem karier 

yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya pasal 20 

dinyatakan  bahwa untuk menjamin obyektifitas dalam 

mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan 

pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. 

 

4. WORKSHOP TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 

Tanggal Pelaksanaan 21 November Tahun 2024 

Dasar hukum pelaksanaan Workshop 

 

 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan 

Lambang Negara, Serta  Lagu Kebangsaan. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara 

Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat 

Daerah.    

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah 

Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

    








